ANALISIS TATA KELOLA BUMDES TIRTA ARUM DESA
SUMURJOMBLANGBOGO DITINJAU DARI PRINSIP ISLAMIC
CORPORATE GOVERNANCE

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

~\v/

Oleh :
KHOIRUL ANAM
NIM 4121162

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025



ANALISIS TATA KELOLA BUMDES TIRTA ARUM DESA
SUMURJOMBLANGBOGO DITINJAU DARI PRINSIP ISLAMIC
CORPORATE GOVERNANCE

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

{o
N~

Oleh :
KHOIRUL ANAM
NIM 4121162

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025

i



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khoirul Anam
NIM . 4121162
Judul Skripsi : Analisis Tata Kelola BUMDes Tirta Arum

Desa Sumurjomblangbogo Ditinjau dari

Prinsip Islamic Corporate Governance

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah
benar-benar hasil karya penulis, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah
penulis sebutkan sumbernya. Demikian pernyataan ini penulis buat

dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 20 Mei 2025

Yang menyatakan,

Khoirul Anam
NIM. 4121162

i



NOTA PEMBIMBING

Lamp : 2 (dua) cksemplar
Hal  :Naskah Skripsi Sdr. Khoirul Anam

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
c.q. Ketua Jurusan Ekonomi Syariah
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya

kirimkan naskah skripsi saudara:
Nama : Khoirul Anam
NIM : 4121162

Judul Skripsi : Analisis Tata Kelola BUMDes Tirta Arum Desa
Sumurjomblangbogo Ditinjau dari Prinsip Islamic

Corporate Governance

Naskah tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat segera dimunaqosahkan.
Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 20 Mei 2025

Pembimbing

b

Indah Purwanti, M.T,

NIP. 19870107 201903 2 011

i1



K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN FAKULTAS

‘a P EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
\J Jalan Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Pekalongan, Kab Pekalongan Kode Pos 51161
Website : www. febi.uineusdur.ac.id | email : febi.uincusdurwac.id

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
m UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri K.H.
Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi saudara:

Nama : Khoirul Anam
NIM : 4121162
Judul : Analisis Tata Kelola BUMDes Tirta Arum Desa

Sumurjomblangbogo Ditinjau dari Prinsip Islamic
Corporate Governance

Dosen Pembimbing : Indah Purwanti, M.T.

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2025 dan dinyatakan LULUS,
serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).
Dewan Penguji,

Penguji I

Penguji I1
w3

-

Ima hoiri Furqon, M.Si.
NIP. 198312252019031004

Prof. Dr. Bj. .
NIP.197502111998032001

i Pekalongan, 17 Juni 2025
/D’/ekefn Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

/ k [

i, [ i\t e
{f . At
i : )y
1 4 f ] ]

LA / ' |'I; -b

” .. - /
B |(.

L] LAY [
I

Dr. H. AV Muh(/Khafidz Ma’shum, M.Ag.
NIP, 197806162003121003

v



MOTTO

B

Oagais G MK Wi 4l (b () 3HE (il dad & &)

“Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam satu

barisan, seakan-akan mereka suatu bangunan yang tersusun kukuh.

(Q.S. As-Saff [61]: 4)



PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat dan

karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun

untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas

Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dalam pembuatan skripsi ini

peneliti banyak mendapatkan berbagai dukungan serta bantuan dari berbagai pihak.

Berikut ini beberapa persembahan sebagai ucapan terima kasih dari peneliti kepada

pihak-pihak yang telah berperan dalam membantu terlaksananya penulisan skripsi ini:

1.

Kedua orang tua peneliti yaitu Bapak Zaenuri dan Ibu Rusmini, yang tak kenal
lelah berjuang membesarkan dan menghidupi dari kecil hingga dewasa, yang
selalu menjadi sumber inspirasi dan motivasi. Tanpa dukungan dan doa mereka,
peneliti tidak akan mampu menempuh pendidikan dan menyelesaikan skripsi ini.
Fatwatul Hidayah, Benny Kurniawan Abadi, Hendi Setiawan, Sri Rejeki Istiani
dan Farkhan Kurniawan selaku kakak dan adik yang selalu memberikan dukungan
tiada henti dalam melaksanakan kuliah dan menyelesaikan skripsi.

Kedua keponakan peneliti yang lucu-lucu Nuraisha Anindita Khairinniswa dan
Nuraruna Novan Airlangga yang selalu mewarnai hari-hari peneliti.

Ibu Indah Purwanti, M.T., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah
membimbing dan memberikan masukan serta arahan dari awal proses bimbingan
hingga pengerjaan skripsi selesai.

Bapak Ardiyan Darutama, M.Phil., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang
telah membimbing dan memberikan masukan dalam perkuliahan sehingga
peneliti dapat menyelesaikan studi dengan tepat waktu.

Noviana, yang selalu mendukung dan membersamai langkah di masa perkuliahan
hingga selesainya skripsi.

Zidni Arfani, Yusuf Agung Saputra, M. Risqi Harywibowo, M. Riyyan, Khotibul
Umam dan seluruh Keluarga Besar SHAE 21 yang tidak bisa saya sebutkan satu
persatu. Terima kasih telah menemani dan berjuang bersama selama di bangku

perkuliahan hingga meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

vi



ABSTRAK

KHOIRUL ANAM. Analisis Tata Kelola BUMDes Tirta Arum Desa
Sumurjomblangbogo Ditinjau dari Prinsip Islamic Corporate Governance.

BUMDes merupakan salah satu instrumen efektif untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi desa dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal.
Kabupaten Pekalongan memiliki total 201 BUMDes namun hanya 1 BUMDes yang
mendapat kategori maju berdasarkan pemeringkatan tahun 2024 yaitu BUMDes Tirta
Arum. Padahal dengan pengelolaan yang baik, BUMDes mampu menciptakan peluang
ekonomi baru. Oleh karena itu penelitian ini tidak hanya mengkaji tata kelola
BUMDes Tirta Arum tetapi juga menganalisis apakah prinsip Islamic Corporate
Governance diimplementasikan dan berdampak baik bagi tata kelola BUMDes Tirta
Arum. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan metode pendekatan
kualitatif. Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui
wawancara, observasi dan dokumentasi dan data sekunder yang diperoleh dari buku,
artikel, dan publikasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan implementasi prinsip
Islamic Corporate Governance memiliki dampak baik bagi tata kelola BUMDes.
Prinsip tersebut mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat serta meningkatkan
partisipasi aktif dari masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan maupun pengawasan
tata kelola BUMDes sehingga unit-unit usaha dapat berjalan dengan baik.
Meningkatnya kepercayaan serta citra dan reputasi BUMDes menjadikan pelanggan
percaya menggunakan produk maupun kerjasama dengan unit-unit usaha dan
berdampak baik bagi kemajuan BUMDes. Prinsip-prinsip Islamic Corporate
Governance dapat menjadi acuan bagi BUMDes di Kabupaten Pekalongan untuk
menjalankan tata pengelolaan sehingga meningkatkan kualitas BUMDes. Penelitian
ini memberikan kontribusi teoritis dalam konsep pengambangan tata kelola BUMDes
serta berimplikasi praktis pada peningkatan tata kelola BUMDes dengan
mengimplementasikan transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan
fairness dalam perumusan strategi pengelolaan BUMDes.

Kata Kunci: BUMDes, Tata Kelola, Islamic Corporate Governance
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ABSTRACT

KHOIRUL ANAM. Analysis of the Governance of BUMDes Tirta Arum,
Sumurjomblangbogo Village in View of the Principles of Islamic Corporate
Governance.

BUMDes is one of the effective instruments for promoting rural economic growth
by utilising local resource potential. Pekalongan Regency has a total of 201 BUMDes,
but only one BUMDes has been categorised as advanced based on the 2024 ranking,
namely BUMDes Tirta Arum. However, with good management, BUMDes can create
new economic opportunities. Therefore, this study not only examines the governance
of BUMDes Tirta Arum but also analyses whether the principles of Islamic Corporate
Governance are implemented and have a positive impact on the governance of
BUMDes Tirta Arum. This research is a field study using a qualitative approach. It
utilises primary data collected through interviews, observations, and documentation,
as well as secondary data obtained from books, articles, and related publications. The
results of the study indicate that the implementation of Islamic Corporate Governance
principles has a positive impact on BUMDes governance. These principles are able to
increase public trust and encourage active participation from the community in
activities and oversight of BUMDes governance, enabling business units to operate
effectively. The increased trust, image, and reputation of BUMDes lead customers to
trust the products and collaborate with business units, thereby positively impacting the
progress of BUMDes. The principles of Islamic Corporate Governance can serve as a
reference for BUMDes in Pekalongan Regency to implement management practices
that enhance the quality of BUMDes. This research contributes theoretically to the
concept of BUMDes governance development and has practical implications for
improving BUMDes governance by implementing transparency, accountability,
responsibility, independence, and fairness in the formulation of BUMDes management
strategies.

Keywords: BUMDes, Governance, Islamic Corporate Governance
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PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang sat uke
abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin disini ialah penyalinan huruf-huruf Arab
dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat

dilihat pada halaman berikut:

Arab Nama Huruf Latin Nama
‘ Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
~ Ba B Be
< Ta T Te
< Sa S Es (dengan titik di atas)
c Jim J Je
' Ha H Ha (dengan titik di bawah)
t Kha Kh Kadan ha
> Dal D De
5 Zal V4 Zet (dengan titik diatas
J Ra R Er
3 Zai zZ Zet
S Sin S Es

xil



S Syin Sy Es dan ye
S Sad S Es (dengan titik di bawah)
B Dad D De (dengan titik di bawah)
b Ta T Te (dengan titik di bawah
b Za Z Zet (dengan titik di bawah)
¢ ‘Ain Yy Komaterbalik (di atas)
i Gain G Ge

S Fa F Ef

S | Qof Q Ki

d Kaf K Ka

J Lam L El

¢ Mim M Em

o Nun N En

3 Wau w We

» Ha H Ha

s Hamzah _ Apostrof

¢ Ya Y Ye

xiil




B. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
1. Vokal tunggal
Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruflatin Nama
f Fathah A A
! Kasrah I I
f Dammah U U

2. Vokal rangkap
Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnyaberupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
&l Fathah dan ya Ai Adanl
§f Fathah dan wau Au Adan U
Contoh:
J - kataba

Jz2 -fa’ala

5 .
S5 - zukira
LAk - yazhabu
Jebo - su'ila
(S - kaifa

Jya - haula

Xiv



C. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf dan
Harkat dan huruf Nama Nama
tanda
2l e Fathah dan alif atau ya A a dan garis diatas
s [ Kasrah dan ya U u dan garis atas
Al Dammah dan wau I i dan garis atas
Contoh
J6  -qala
23 - rama
g2 -qila

D. Ta’ marbitah

Transliterasi untuk ta marbiitah ada dua, yaitu:

1. Ta’ marbutah Hidup
Ta’marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah,
transliterasinya adalah “t”.

2. Ta’marbutah Sedangkan
Ta’marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah
“h”.

3. Kalau pada kata yang berakhir dengan fa marbiitah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al/- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka fa

marbiitah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

Y1 &5 - raudah al-atfal

- raudatulatfal

5540 45400 - al-Madfnah al-Munawwarah

XV



-al-Madinatul-Munawwarah

b - talhah

E. Syaddah

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan

dengan sebuah tanda Tasydid (<) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

5 -rabbana
Jf -nazzala
5l -al-birr

& -alhajj

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf Ji

namun dalam pedoman transliterasi ini, kata itu di bedakan atas kata sandang yang

diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyah

3. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang

Contoh:

Q= - ar-rajulu

WA - as-sayyidu

z

©

*

Cpmaid] - as-syamsu

;.13.5\ - al-galamu
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&-U‘ - al-badi’u

Jod - al-jalalu

G. Hamzah
Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu
hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah

itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

05126 - ta'khuziina
34l - an-nau’
125 - syai'un

o) - inna

s, % .

Ol - umirtu

[)f { - akala

H. Penulisan Kata
Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim maupun harf ditulis terpisah.
Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan
maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain

yang mengikutinya. Contoh:

O e £ o3 -Wainnallahalahuwakhairar-raziqin

-Wainnallahalahuwakhairraziqin

JUEIEA _Ibrahim al-Khalil

- Ibrahimul-Khalil
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BLsas a2 all i -Bismillahimajrehawamursaha

I. Huruf Kapital
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaanhuruf kapital seperti
apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk
menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu
didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf

awal nama diri terebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

Jslss Y\ A2 Gy -Wa ma Muhammadun il1a rasl
u\-vU\ d}ﬁ“b 3, 1l -Walaqadra’ahubil-ufuq al-mubin

-Walaqgadra’ahubil-ufuqil-mubin

ML’J‘ S5 A -Alhamdulillahirabbil al-‘alamin

-Alhamdulillahirabbilil ‘alamin
Penggunaan huruf awal capital hanyauntuk Allah bila dalam tulisan
Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata
lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital

tidakdigunakan. Contoh:

b Ef"’ﬁ & 5 vas -Nasrunminallahiwafathungarib
[P -Lillahi al-amrujami’an

-Lillahil-amrujami’an

LG ool K s ~Wallahabikullisyai’in ‘alim
J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam  bacaan,
pedomantransliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu
Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu di sertai dengan

pedoman Tajwid.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi desa adalah wupaya sistematis untuk
menyejahterakan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat desa melalui berbagai
program dan kebijakan yang berfokus pada pengembangan potensi lokal. Proses ini
mencakup peningkatan infrastruktur, seperti jalan, listrik, dan air bersih, serta
penyediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memadai. Selain itu,
pembangunan ekonomi desa juga melibatkan pemberdayaan masyarakat melalui
pelatihan keterampilan, dukungan terhadap usaha kecil dan menengah, serta akses
ke sumber daya dan teknologi. Pentingnya pembangunan ekonomi masyarakat desa
terletak pada kemampuannya untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan
penghasilan, dan mengurangi ketimpangan ekonomi antara wilayah desa dengan
wilayah kota. Dengan memperkuat ekonomi desa, tidak hanya kesejahteraan
penduduk desa yang meningkat, tetapi juga ketahanan ekonomi nasional secara
keseluruhan (Murthi, 2023).

Salah satu program pembangunan ekonomi desa di Indonesia adalah
melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan peraturan Permendagri
No. 39 Tahun 2010 dan UU Pasal 1 Ayat 6 Nomor 6 Tahun 2014 tentang Badan
Usaha Milik Desa (BUMDesa) (Wahed et al., 2020). BUMDes merupakan salah
satu instrumen yang efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat desa

dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada di lingkungan setempat.



Melalui terbentuknya BUMDes, peluang usaha dapat dikelola dengan
melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga mampu menciptakan lapangan kerja
baru, meningkatkan pendapatan warga, dan mengurangi tingkat kemiskinan. Selain
itu, BUMDes juga dapat berfungsi sebagai wadah kolaborasi antara masyarakat,
pemerintah desa, dan pihak swasta, yang bersama-sama berkontribusi dalam
mengembangkan infrastruktur, pendidikan, serta pelayanan masyarakat di desa
(Hakim et al., 2022). Melalui pengelolaan yang baik dan berkelanjutan, BUMDes
dapat menjadi motor penggerak pembangunan yang mampu membawa desa menuju
kemandirian ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang mengatur
tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), desa dapat mendirikan Badan Usaha
Milik Desa (BUMDES) untuk mengelola seluruh potensi ekonomi desa dan
melakukan pemberdayaan masyarakat di dalam kegiatan pengembangan potensi
ekonomi desa. Namun, sudah 10 tahun lebih Undang-Undang (UU) Desa
diberlakukan, namun misi untuk mewujudkan desa yang mandiri belum juga
terwujud (Fitriani, 2024). BUMDes perlu menerapkan prinsip tata kelola yang
profesional dan transparan dengan penyusunan struktur organisasi yang jelas,
sistem akuntansi yang akurat, serta mekanisme pengawasan yang partisipatif
melibatkan masyarakat.

Pertumbuhan BUMDes di Indonesia menjadi stagnan dikarenakan terjadi
gap antara persepsi tata kelola oleh pemerintah dan juga pengelola BUMDes.
Menurut Fitriani  (2024) dalam penelitiannya menyatakan pemerintah

mempersepsikan bahwa kinerja utama yang diharapkan dari BUMDES adalah pada



kinerja keuangan, seperti kontribusi BUMDES terhadap PADes, jumlah
pendapatan, nilai aset yang dikelola atau laba. Akan tetapi sebaliknya, pengelola
BUMDES mendefinisikan kinerja dengan lebih luas tidak hanya pada keuangan,
melainkan pada kontribusi sosial seperti seperti jumlah warga desa yang
dipekerjakan, jumlah gaji yang dibayarkan, jumlah subsidi, tunjangan dan
sumbangan yang diberikan untuk mendanai kegiatan sosial, membantu warga desa
miskin, hingga kinerja keberlanjutan lingkungan desa (Fitriani, 2024).
Pemeringkatan BUMDes ini perujuk pada Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2021. Dalam peraturan tersebut dirumuskan bahwa pemeringkatan BUM
Desa/BUM Desa bersama dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh kementrian terkait
yang bertugas untuk mengukur perkembangan pengelolaan BUMDes setiap bulan
februari tahun berjalan dan mengukur kinerja BUMDes dari tahun sebelumnya.
Aspek-aspek dalam pemeringkatan BUMDes adalah kelembagaan, manajemen,
usaha BUMDes, kerja sama atau kemitraan, aset dan permodalan, administrasi
pelaporan dan akuntabilitas, dan keuntungan dan manfaat bagi desa dan masyarakat
desa (Kementerian Desa, 2021). Aspek-aspek di atas kemudian dinilai oleh tim
khusus dari Kementrian terkait. Kemudian BUMDes akan dikelompokkan menjadi
empat kategori atau klasifikasi berdasarkan skor penilaian yang didapatkan saat

pemeringkatan. Seperti tabel di bawah ini:



Tabel 1. 1. Tabel Pemeringkatan BUMDes

No. Level Peringkat/Klasifikasi Skor

1. A Maju >85-100
2. B Berkembang >70-85
3. C Pemula >55-170
4, D Perintis <55

Sumber: Permendes RI Nomor 3 Tahun 2021

Kabupaten Pekalongan memiliki karakteristik unik yang membuatnya layak
menjadi objek penelitian tata kelola BUMDes. Pertama, wilayah ini
menggabungkan potensi agraris, industri kreatif, dan wisata alam, sehingga
BUMDes di sini menghadapi kompleksitas pengelolaan yang berbeda dibanding
daerah lain. Kedua, berdasarkan data Dinas PMD Kabupaten Pekalongan 2024,
hanya sekitar 1 BUMDes dan 4 BUMDesma di Pekalongan yang dapat dikatakan
sangat baik dan memiliki kategori Maju, mengindikasikan masalah serius dalam
tata kelola BUMDes. Selain itu, Pemkab Pekalongan sedang gencar mendorong
program “BUMDes Go Digital", namun implementasinya masih terkendala
kapasitas SDM dan sistem pengawasan isu yang kurang dieksplorasi dalam studi-
studi BUMDes di daerah lain.

Pemerintah Kabupaten Pekalongan membentuk regulasi mengenai
BUMDes dengan membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2
Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa serta Peraturan Bupati Pekalongan
Nomor 92 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Desa
kemudian disempurnakan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan

nomor 9 Tahun 2024 tentang Badan Usaha Milik Desa. Regulasi tersebut menjadi



dasar berdirinya BUMDes dan BUMDesma di Kabupaten Pekalongan dengan
tujuan untuk mewujudkan kemandirian desa dan meningkatkan kesejahteraan
ekonomi desa. Akan tetapi pengembangan BUMDes rasanya masih belum optimal
dalam meningkatkan kemandirian desa dan meningkatkan kesejahteraan warga di
Kabupaten Pekalongan. Hal ini dikarenakan masih sedikitnya BUMDes yang
dapat dikategorikan berkembang dan maju.

Hasil pemeringkatan mengambarkan kinerja BUMDes sehingga dapat
terukur seberapa banyak BUMDes yang telah mencapai kategori tertentu dan
dapat dijadikan pijakan bagi stakeholder terkait untuk merumuskan kebijakan
maupun strategi bagi peningkatan BUMDes di desa dan meningkatkan outputnya
sebagai sarana menyejahterakan perekonomian desa dan menciptakan
kemandirian desa. Berdasarkan sidesa.jatengprov.go.id tahun 2023, terdapat 247

BUMDes dengan rincian sebagai berikut:
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Gambar 1. 1. Pemeringkatan BUMDes Kabupaten Pekalongan Tahun
2019-2023

Sumber: https://sidesa.jatengprov.go.id (Diakses pada: 6 Juni 2024 pukul
20.26 WIB).



BUMDes di Kabupaten Pekalongan hingga akhir tahun 2023 berjumlah
sebanyak 247 BUMDes. Jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang
berjumlah 223 BUMDes. Meskipun BUMDes kategori dasar dan kategori tumbuh
jumlahnya meningkat dari tahun ke tahun namun hanya ada 16 BUMDes yang dapat
dikategorikan sebagai BUMDes berkembang dan hanya ada 5 BUMDes yang dapat
dikategorikan sebagai BUMDes maju di akhir 2023 (SIDesa, 2024). Hal tersebut
mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah pendirian BUMDes tidak diimbangi
dengan peningkatan kualitas dari BUMDes yang telah ada untuk dapat meningkat

menuju kategori yang lebih berkualitas.

Setiap tahun, pemerintah melalui Kementrian Desa selalu melakukan
pemeringkatan untuk mengetahui perkembangan BUMDes di seluruh Indonesia
termasuk Kabupaten Pekalongan. Data terbaru mengenai pemeringkatan BUMDes
di Kabupaten Pekalongan juga diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Pekalongan. Pemeringkatan BUMDes di wilayah Kabupaten
Pekalongan belum lama selesai dan sudah melalui proses perekapan data.
Gambaran mengenai jumlah BUMDes dan pemeringkatannya pada tahun 2024

dapat diketahui melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 1. 2. Data Pemeringkatan BUMDes Kabupaten Pekalongan Tahun 2024

Peringkat BUMDes BUMDesma
Maju 1 4
Berkembang 25 4
Tumbuh 55 2




Dasar 109 1

Total 190 11

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Data Pemeringkatan
BUMDes Tahun 2024 Kabupaten Pekalongan. (Diakses pada: 17 Oktober 2024
pukul 09.07 WIB)

Data pemeringkatan terbaru yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Pekalongan menunjukkan bahwa jumlah
BUMDes yang terdaftar pada tahun 2024 justru menurun. Kepala Bidang
Pemberdayaan Masyarakat dan Kerjasama Desa menuturkan jumlah BUMDes
menurun dikarenakan seleksi alam yang mana banyak BUMDes yang masih belum
bisa konsisten dalam mempertahankan usahanya dikarenakan banyak faktor. Hal
tersebut amat disayangkan karena Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang maju
memiliki peran krusial dalam memajukan perekonomian dan kesejahteraan
masyarakat desa (Sastika & Batubara, 2023). Dengan pengelolaan yang baik,
BUMDes mampu menciptakan peluang ekonomi baru yang dapat mengurangi

angka kemiskinan di desa.

Salah satu faktor penyebab BUMDes tidak dapat bertahan maupun
berkembang adalah kurangnya penerapan tata kelola yang baik dalam manajemen
BUMDes itu sendiri sehingga menjadi tidak sukses (Tarigan et al., 2024). Hal
tersebut juga terjadi di Kabupaten Pekalongan salah satu faktor penghambat
perkembangan BUMDes adalah kepemimpinan, manajerial dan tata kelola

(Waluyo, 2024). Padahal BUMDes dengan tata kelola yang baik dapat



berkontribusi dalam peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD). Keberadaan
BUMDes juga dapat mendorong partisipasi aktif warga desa dalam kegiatan
ekonomi, menciptakan iklim usaha yang sehat, serta meningkatkan kapasitas dan
keterampilan penduduk melalui pelatihan dan pengembangan sumber daya
manusia. Lebih jauh lagi, BUMDes yang maju dapat menjadi motor penggerak
inovasi dan diversifikasi ekonomi desa, memungkinkan penduduk desa untuk tidak
hanya memiliki pekerjaan di sektor pertanian saja, akan tetapi juga dapat
mengembangkan sektor lain seperti pariwisata, kerajinan tangan, dan usaha kreatif
lainnya. Oleh karena itu diperlukan sebuah kajian mengenai analisis tata kelola

BUMDes dalam meningkatkan pengelolaan BUMDes di Kabupaten Pekalongan.

Tolak ukur dari baiknya pengelolaan sebuah lembaga atau perusahaan dapat
di lihat menggunakan prinsip Good Corporate Governance atau biasa disingkat
GCG. Good Corporate Governance merujuk pada prinsip-prinsip fundamental
dalam proses serta mekanisme pengelolaan perusahaan yang berlandaskan pada
regulasi, perundang-undangan, dan etika bisnis (Rahmi et al., 2022). Baik buruknya
tata kelola BUMDes tidak hanya dapat kita kaji dari sisi pengelolaan lembaganya
yang bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan materi saja tetapi juga dapat
ditinjau dari sisi spiritualitas. Hal tersebut bisa tercapai ketika setiap manusia dalam
melalukan aktivitas terutama ekonomi senantiasa berpedoman pada prinsip dasar
Islam. Sesuai dengan pendapat Umar Chapra yang mengemukakan Manusia
sebagai khalifah atau pemimpin memiliki makna memegang peran yang besar
dalam menentukan arah dan mengelola segala sesuatu yang menjadi kepentingan

segala makhluk yang ada di seluruh dunia (Mahri et al., 2021).



Tata kelola perusahaan tidak hanya sebagai salah satu prinsip utama dalam
menjalankan perusahaan agar mencapai kinerja yang baik akan tetapi juga harus
dapat memastikan bahwa kegiatan bisnis dapat dipantau dan menjadi pengontrol
kegiatan operasional perusahaan. Lingkungan bisnis saat ini dengan latar budaya
yang beragam oleh karena itu diperlukan komitmen atau prinsip untuk mengadopsi
dan menerapkan aturan yang lebih kuat untuk menghadapi perubahan dari
masyarakat. Hal tersebut menyiratkan tata kelola perusahaan harus dapat mencegah
perilaku yang tidak adil serta kecurangan sehingga meningkatkan kepercayaan
seluruh pemangku kepentingan serta sebagai menjadi sebuah kerangka pengawasan
pada kondisi lingkungan masyarakat yang beragam termasuk dalam lingkungan
masyarakat dengan mayoritas beragama Islam. Pentingnya kepercayaan dan
komitmen dari pengelolaan yang mengedepankan kejujuran, keseimbangan, dan
kehalalan dan kepatuhan syariah dapat berpengaruh besar dalam pelaksanaan tata

kelola perusahaan.

Islam memiliki konsep yang lebih komprehensif terkait dengan tata kelola
perusahaan yaitu Islamic Corporate Governance yang disingkat /CG merupakan
turunan dari konsep Good Corporate Governance dan mengintegrasikan nilai-nilai
Islam seperti tauhid, taqwa dan ridha, ekuilibrium, dan kemaslahatan (Hasanah,
2022). Keunggulan utama Corporate Governance dalam perspektif Islam yaitu
orientasi utama pertanggungjawaban manajemen perusahaan adalah Allah Swt.
sebagai pemilik alam beserta isinya. Penerapan Etika Islam dalam berbisnis yang
menjamin perlakuan jujur, adil terhadap semua pihak juga menjadi acuan utama

pengelolaan perusahaan yang baik. Islamic Corporate Governance dijalankan tidak
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hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen terhadap pemilik modal,
tetapi lebih pada kebutuhan dasar setiap muslim untuk menjalankan Syariat Islam
secara utuh dan sempurna (Pahlevi, 2021). Dengan dasar keyakinan kepada Allah
Swt. maka akan memotivasi transaksi bisnis yang jujur, adil, dan akuntabel. Melalui
nilai-nilai tersebut dapat membuat tata kelola BUMDes menjadi semakin baik.
Namun kajian mengenai tata kelola perusahaan dengan prinsip Islamic Corporate
Governance belum banyak dilakukan dalam kajian tata kelola BUMDes. Prinsip
tersebut lebih banyak diterapkan dalam lembaga perekonomian syariah. Analisis
tata kelola BUMDes lebih banyak justru menggunakan prinsip Good Corporate
Governance yang lebih umum padahal mayoritas masyarakat di Kabupaten

Pekalongan adalah muslim.

Berdasarkan penjabaran di atas, peneliti melihat gap yang terjadi dalam isu
analisis tata kelola BUMDes di Kabupaten Pekalongan. Yang pertama,
perkembangan BUMDes di Kabupaten Pekalongan menjadi stagnan dan cenderung
tidak berkembang disebabkan karena banyaknya BUMDes yang belum memiliki
dan mengimplementasikan prinsip tata kelola yang baik sehingga tidak dapat
bertahan. Dapat disimpulkan dari data pemeringkatan yang menunjukkan bahwa
perkembangan BUMDes yang stagnan pada tahun 2023 hingga 2024 menunjukkan
pembentukan BUMDes tidak diiringi dengan strategi pengelolaan BUMDes yang
berkelanjutan. Yang kedua, gap dalam penerapan prinsip tata kelola dalam kajian
tata kelola BUMDes yang mana prinsip Islamic Corporate Governance masih
belum dieksplorasi untuk menganalisis tata kelola BUMDes padahal prinsip ini

menginterkoneksi nilai-nilai Islam sesuai dengan karakteristik mayoritas muslim di
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Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini menjawab gap dalam literatur mengenai
bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat memperkuat tata kelola BUMDes,

khususnya dalam konteks lokal Kabupaten Pekalongan.

Kajian dari tata kelola BUMDes menjadi penting dilakukan untuk
mengeksplorasi implementasi prinsip Islamic Corporate Governance pada
BUMDes dan pengaruhnya pada baik buruknya tata pengelolaan BUMDes itu
sendiri Pemerintah sendiri telah melakukan pemeringkatan terhadap pengelolaan
BUMDes dalam berbagai aspek untuk mengklasifikasi BUMDes menjadi beberapa
kategori seperti kategori perintis, kategori pemula, kategori berkembang, dan
kategori maju. BUMDes dengan kategori maju memiliki skor yang tinggi sehingga
menjadi tolak ukur sebagai BUMDes dengan pengelolaan yang sangat baik. Peneliti
memilih BUMDes Tirta Arum Desa Sumurjomblangbogo Kecamatan Bojong
Kabupaten Pekalongan sebagai objek penelitian. BUMDes tersebut dipilih karena
merupakan BUMDes dengan kategori maju di Kabupaten Pekalongan sesuai
dengan data pemeringkatan BUMDes dan BUMDesma Kabupaten Pekalongan
tahun 2024 yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Pekalongan. BUMDes dengan peringkat maju adalah BUMDes dengan
pengelolaan sangat baik yang dinilai melalui pemeringkatan BUMDes yang

dilakukan oleh pemerintah setiap tahun.

Peneliti memilih BUMDes Tirta Arum Desa Sumurjomblangbogo Kecamatan
Bojong Kabupaten Pekalongan sebagai objek penelitian juga dikarenakan BUMDes
ini memiliki pengelolaan usaha berbasis potensi lokal yang berkelanjutan

berdasarkan penelitian dari Citradika (2024) yang menyatakan BUMDes Tirta
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Arum Desa Sumurjomblangbogo merencanakan akan melakukan ekspansi usaha
dengan mewujudkan Pamsimas, ketahanan pangan, optimalisasi KUBE, wisata
edukasi, meeting room, dan termasuk pengelolaan bengkok desa untuk, khususnya
dalam pemanfaatan sumber daya air dan pertanian, yang menjadi tulang punggung
perekonomian desa (Citradika et al., 2023). Berdasarkan penelitian dari Nurhayati
(2023) BUMDes ini juga menonjol karena upayanya memberdayakan masyarakat
melalui program-program inklusif yang dikelola secara partisipatif dengan
melibatkan kelompok-kelompok masyarakat (Nurhayati et al., 2023). Selain itu,
BUMDes Tirta Arum mengimplementasikan program “BUMDes Go Digital”
dibuktikan oleh penelitian dari Affa (2024) menyatakan meningkatnya pengetahuan
pengelola KUBE dan BUMDES tentang teknologi marketing, meningkatkan
impresi dan pengetahuan masyarakat dari promosi digital yang dijalankan sebesar
271%, dan meningkatnya kunjungan fisik ke kolam renang tirta arum dan ke kantin
KUBE sebesar 52% dibanding sebelum promosi digital dijalankan. Selain itu
BUMDes Tirta Arum juga menjadi contoh unik bagaimana sebuah BUMDes
berupaya menerapkan prinsip tata kelola yang transparan dan akuntabel meski
dengan sumber daya terbatas (Adriyana et al., 2024), sehingga layak dijadikan

objek analisis tata kelola.

Melalui asumsi yang telah terbangun melalui uraian di atas, perlu dilakukan
kajian yang lebih mendalam pada BUMDes yang pengelolaannya sangat baik untuk
menilai apakah prinsip-prinsip Islamic Corporate Governance diimplementasikan
dalam pengelolaan BUMDes tersebut. Sehingga hasil dari penelitian ini dapat

memperkaya kajian mengenai prinsip tata kelola bagi BUMDes serta dapat
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dijadikan sebagau acuan dalam tata pengelolaan BUMDes. Melalui penelitian ini

dapat dilihat bagaimana implementasi prinsip-prinsip Islamic Corporate

Governance dapat diterapkan dan apakah prinsip tersebut bisa berdampak baik bagi

tata kelola dan kemajuan BUMDes di Kabupaten pekalongan. Sehingga BUMDes

di Kabupaten Pekalongan dapat menjalankan tata kelola BUMDes menjadi semakin

baik dan pada akhirnya membuat BUMDes-BUMDes di Kabupaten Pekalongan

dapat meningkat dan menjadi semakin maju.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dari

penelitian ini adalah :

1.

Bagaimana sistem tata kelola yang diterapkan oleh BUMDes Tirta Arum Desa
Sumurjomblangbogo?
Bagaimana analisis tata kelola BUMDes Tirta Arum  Desa

Sumurjomblangbogo ditinjau dari prinsip Islamic Corporate Governance?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

. Menganalisis sistem tata kelola yang diterapkan oleh BUMDes Tirta Arum

Desa Sumurjomblangbogo.
Menganalisis tata kelola BUMDes Tirta Arum Desa Sumurjomblangbogo

ditinjau dari prinsip Islamic Corporate Governance.
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D. Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian lebih lanjut
terkait tata kelola BUMDes ditinjau dengan prinsip Islamic Coorporate
Governance sehingga dapat diimplementasikan dalam pengembangan
BUMDes menjadi lebih baik lagi dan memperkaya khasanah kajian Ekonomi

Islam.

2. Manfaat Praktis
Penelitian ini dapat memberikan gambaran secara objektif mengenai
pengelolaan BUMDes yang dianalisis melalui prinsip Islamic Coorporate
Governance sehingga dapat menjadi bahan rujukan bagi BUMDes di seluruh
Kabupaten Pekalongan dalam menerapkan strategi tata kelola BUMDes
melalui prinsip Islamic Coorporate Governance. Penelitian ini juga dapat
dijadikan sebagai sumber rujukan dan informasi dalam membentuk kebijakan
yang sesuai bagi pengembangan BUMDes melalui tata pengelolaan yang baik

sehingga menciptakan kesejahteraan dan kemandirian bagi desa.

E. Sistematika Pembahasan
Proses pembahasan dalam penelitian harus disajikan dengan sistematis dan
mudah dipahami. Oleh karena itu dalam membahas dan menyajikan pembahasan
dalam penelitian ini, penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:
BAB I Pendahuluan: Bab ini berisi pendahuluan di mana fenomena serta

permasalahan yang menjadi topik penelitian serta urgensi dari penelitian ini
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dijabarkan sehingga pembaca dapat memahami arah dari penelitian ini
implementasinya untuk apa. Isi dari bab ini meliputi latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika
pembahasan.

BAB II Landasan Teori: Bab ini berisi teori-teori yang dijadikan sebagai
pondasi awal dalam mengidentifikasi permasalahan serta fenomena yang terjadi,
selain itu bab ini juga menyajikan telaah pustaka dari penelitian terdahulu yang
menjadi acuan penelitian serta kerangka berpikir yang menjadi peta jalan dari arah
penelitian ini sehingga dapat dijadikan sebagai landasan berpikir bagi peneliti
dalam melakukan penelitian.

BAB III Metode Penelitian: Bab ini berisi karakteristik metode, pedoman,
maupun cara-cara yang digunakan oleh peneliti dalam menentukan penelitian,
mengumpulkan data, mengolah data sesuai dengan pedoman penelitian yang
komprehensif sehingga dapat menjamin keakuratan data yang menjadi inti dari
penelitian ini. Isi dari bab ini meliputi: jenis penelitian, pendekatan penelitian,
setting penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data,
teknik keabsahan data, serta metode analisis data.

BAB VI Analisis Data dan Pembahasan: Bab ini nantinya akan berisi
tentang gambaran umum dari subjek serta fenomena yang menjadi topik
penelitian, data yang telah diolah serta pembahasan yang disusun dan

dikembangkan sesuai kebutuhan dari penelitian ini
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BAB V Pentutup: Bab ini akan berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang
telah dilakukan serta keterbatasan penelitian yang dilakukan sehingga didapatkan

rincian singkat mengenai implikasi dari penelitian yang dikaji.



BABV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan serta hasil pembahasan penelitian di atas, maka dengan ini

peneliti menjabarkan kesimpulan sebagai berikut:

1.

Sistem tata kelola yang diterapkan oleh BUMDes Tirta Arum Desa
Sumurjomblangbogo yang pertama dari segi transparansi BUMDes
memanfaatkan dua jenis media dalam efektivitas penyampaian informasi
yakni media online dengan website, sosial media, serta media offline dengan
papan informasi, kantor sebagai tempat pelayanan, dan forum musyawarah.
Kedua untuk akuntabilitas BUMDes merinci segala tugas dan tanggungjawab
setiap organ dalam AD/ART serta Surat Keputusan Direktur BUMDes untuk
memperjelas tugas serta tanggungjawab namun belum memiliki sistem
penilaian kinerja karyawan yang menyeluruh. Ketiga untuk responsibilitas
BUMDes menerapkan sistem pengawasan dengan tiga pilar utama yaitu
pengawas, Direktur, dan masyarakat untuk memastikan kepatuhan terhadap
perundang-undangan serta menerapkan CSR dengan berbagai macam
program serta sasaran yang tepat. Keempat untuk independensi sistem yang
diterapkan BUMDes adalah selalu mengambil keputusan dengan jalan
musyawarah dan memastikan bahwa setiap keputusan besar disepakati
seluruh anggota serta selalu bersikap netral dan tidak membiarkan pihak
manapun mendominasi untuk kepentingan diluar kepentingan BUMDes.

Kelima untuk fairness BUMDes membuka kesempatan seluruh masyarakat
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untuk menyampaikan aspirasi dengan media online maupun offline serta
menentukan kriteria penerimaan karyawan dengan mementingkan skill
individu serta memberikan pelayanan dan perlakuan yang setara untuk
memastikan keadilan dan kewajaran dijalankan dengan baik.

Sistem tata kelola yang diterapkan BUMDes Tirta Arum Desa
Sumurjomblangbogo telah sesuai dengan Prinsip Islamic Corporate
Governance. Pertama untuk transparansi keterbukaan informasi dan
sistematika penyampaian informasi telah sesuai dengan indikator transparansi
dan perilaku shiddiq. Kedua akuntabilitas telah sesuai dengan perilaku
shiddig dan amanah walaupun masih ada kendala dikarenakan sumberdaya
manusia yang terbatas serta belum memiliki sistem penilaian kinerja yang
menyeluruh. Ketiga responsibilitas yang dilakukan telah sesuai dengan nilai
perilaku amanabh, tabligh, fathanah karena menyampaikan berbagai program
bantuan yang menjadikan kebermanfaatan untuk sekitar dengan sasaran yang
sesuai. Keempat independensi telah sesuai dengan nilai perilaku shiddig dan
amanah dengan menjalankan pengelolaan secara profesional tanpa benturan
kepentingan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan dan
perundangan-undangan yang berlaku. Kelima fairness telah dilakukan sesuai
dengan nilai perilaku shiddig dan amanah melalui perlakuan yang setara dan
wajar dalam memenuhi kesepakatan transaksi maupun bagi hasil bagi seluruh
pihak serta membuka kesempatan yang setara dalam perekrutan karyawan

dan penerimaan kritik, saran, dan masukan.
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B. Keterbatasan Penelitian

Hasil penelitian telah diupayakan sedemikian rupa untuk memberikan
gambaran yang maksimal mengenai implikasi prinsip Islamic Corporate
Governance pada tata kelola BUMDes Tirta Arum Desa Sumurjomblangbogo
agar dapat mudah dipahami oleh pembaca, akan tetapi peneliti tidak memungkiri
adanya keterbatasan dalam penelitian ini antara lain penelitian membatasi
penelitian pada ruang lingkup tata kelola BUMDes berdasarkan prinsip Islamic
Corporate Governance saja. Selain itu penelitian juga terbatas pada penggunaan

metode penelitian kualitatif.
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